BUPATI SUMENEP

SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 31 Oktober 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan, sehingga menjadi
pedoman/ dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perubahan yang
telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023
melalui surat kabar serta website http://www.sumenepkab.go.id

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi
berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Sumenep, November 2023

BUPATI SUMENEP

TTD

H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H,M.H.



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang
kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2023 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 dan
dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022,
sedangkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan dijabarkan dengan
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023, dapat dilihat pada
gambar 1 berikut ini :

Gambar 1.a. Diagram Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023
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Gambar 1.b. Diagram Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023
Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023
menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.468.988.366.720,- sedangkan pada APBD Awal Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.420.643.286.694,- sehingga terdapat kenaikan
sebesar 2%, yang dirinci sebagai berikut :

Perubahan Awal
1 Pendapatan Asli Daerah Rp. 264.091.553.099 Rp. 243.711.344.026
2 Pendapatan Transfer Rp.2.187.488.878.521 Rp.2.163.718.107.568
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 17.407.935.100 Rp. 13.213.835.100
Total Pendapatan Rp.2.468.988.366.720  Rp.2.420.643.286.694

Gambar 2.a. Diagram Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
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Gambar 2.b. Diagram Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp.264.091.553.099,- sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp.243.711.344.026,- terdapat kenaikan sebesar 8,36%, terdiri dari :

WN =

Perubahan Awal
Pajak Daerah Rp. 38.098.700.000 Rp. 37.584.478.999
Retribusi Daerah Rp. 11.305.830.859 Rp.  9.510.190.730
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang o, 15 740.000.000 Rp.  15.632.750.000
Dipisahkan
;Z'r:‘"a'” Pendapatan Asli Daerah Yang o, 199 447.022.240 Rp. 180.983.924.297
Total Pendapatan Asli Daerah Rp. 264.091.553.099 Rp. 243.711.344.026

Gambar 3.a. Diagram Pendapatan Asli Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
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Gambar 3.b. Diagram Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp.2.187.488.878.521,- sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp.2.163.718.107.568,- terdapat kenaikan sebesar 1,10%, terdiri dari :

Perubahan Awal
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ~ Rp. 2.078.777.432.332  Rp. 2.057.125.428.334
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 108.711.446.189 Rp. 106.592.679.234
Total Pendapatan Transfer Rp. 2.187.488.878.521 Rp. 2.163.718.107.568

Gambar 4.a. Diagram Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
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Gambar 4.b. Diagram Anggaran Pendapatan Transfer APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.17.407.935.100,- sedangkan pada APBD Awal Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp.13.213.835.100,- terdapat kenaikan sebesar 31,74%, terdiri dari :

Perubahan Awal
1 Pendapatan Hibah Rp. 17.407.835.100 Rp. 13.213.835.100
2 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Rp. 100.000 Rp. -
Ketentuan Peraturan Perundangan
;g;a' Lain-lain Pendapatan Daerah Yang p, 17 407935100 Rp. 13.213.835.100

Gambar 5.a. Diagram Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023
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Gambar 5.b. Diagram Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah APBD TA.2023
Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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II. BELANJA DAERAH

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
Anggaran 2023 menargetkan Belanja sebesar Rp.2.891.472.446.996,- sedangkan Pada APBD
Awal Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.2.632.136.456.892,- terdapat kenaikan
sebesar 9,85%, dengan rincian sebagai berikut :

Perubahan Awal
1 Belanja Operasi Rp.2.035.442.979.977 Rp.1.858.953.430.512
2 Belanja Modal Rp. 272.119.840.966 Rp. 216.270.677.950
3 Belanja Tidak Terduga Rp. 6.069.626.403 Rp. 15.000.000.000
4 Belanja Transfer Rp. 577.839.999.650 Rp. 541.912.348.430
Total Belanja Rp.2.891.472.446.996 Rp.2.632.136.456.892

Gambar 6.a. Diagram Anggaran Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
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Gambar 6.b. Diagram Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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BELANJA OPERASI

Rp.1.858.953.430.512,- terdapat kenaikan sebesar 9,49%, terdiri dari :

D WWNH

Belanja Operasi Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp.2.035.442.979.977,- sedangkan APBD Awal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Total Belanja Operasi

Perubahan

Awal

Rp.1.089.945.697.912
Rp. 738.438.808.078
Rp.  2.620.000.000
Rp. 197.180.312.987
Rp.  7.258.161.000

Rp.1.149.082.108.110
Rp. 541.602.346.217
Rp. 6.000.000.000
Rp. 132.746.452.229
Rp. 12.498.249.000

Rp.2.035.442.979.977

Rp.1.858.953.430.512

Gambar 7.a. Diagram Anggaran Belanja Operasi Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023
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Gambar 7.b. Diagram Anggaran Belanja Operasi APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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B. BELANJA MODAL

Anggaran Belanja Modal pada APBD Perubahan TA.2023 dianggarkan sebesar
Rp.272.119.840.966,- sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp.216.270.677.950,- terdapat kenaikan sebesar 25,82%, terdiri dari :

Perubahan Awal

6.161.366.125 Rp. -
77.996.211.561 Rp. 57.372.315.595
87.977.935.954 Rp. 78.268.826.635
91.597.760.326 Rp. 77.089.621.720
8.386.567.000 Rp. 3.539.914.000

1 Belanja Modal Tanah Rp.
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.
4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.

Total Belanja Modal Rp.

272.119.840.966 Rp. 216.270.677.950

Gambar 8.a. Diagram Anggaran Belanja Modal Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
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Gambar 8.b. Diagram Anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Perubahan TA.2023 dianggarkan sebesar
Rp.6.069.626.403,- sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp.15.000.000.000,- terdapat penurunan sebesar 59,54%, terdiri dari :

Perubahan Awal
1 Belanja Tidak Terduga Rp. 6.069.626.403 Rp. 15.000.000.000
Total Belanja Tidak Terduga Rp. 6.069.626.403 Rp. 15.000.000.000

Gambar 9. Diagram Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023
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Gambar 8.b. Diagram Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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D. BELANJA TRANSFER

Anggaran Belanja Transfer pada APBD Perubahan TA.2023 dianggarkan sebesar
Rp.577.839.999.650,- sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp.541.912.348.430,- terdapat kenaikan sebesar 6,63%, terdiri dari :

Perubahan Awal
1 Belanja Bagi Hasil Rp. 5.641.802.220 Rp. 4.877.597.000
2 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 572.198.197.430 Rp. 537.034.751.430
Total Belanja Transfer Rp. 577.839.999.650 Rp. 541.912.348.430

Gambar 10.a. Diagram Anggaran Belanja Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
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Gambar 10.b. Diagram Anggaran Belanja Transfer APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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II1. PEMBIAYAAN

Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Pendapatan Daerah dan Perubahan Belanja
Daerah diperoleh Defisit Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.422.484.080.276,- sedangkan pada
APBD Awal Tahun Anggaran 2023 defisit sebesar Rp.211.493.170.198,- Defisit tersebut ditutupi
dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

Perubahan Awal
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 453.784.080.276 Rp. 242.793.170.198
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 31.300.000.000 Rp. 31.300.000.000
Pembiayaan Netto Rp. 422.484.080.276 Rp. 211.493.170.198

Gambar 11.b. Diagram Anggaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp.453.784.080.276,- sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp.242.793.170.198,- terdapat kenaikan sebesar 71,42%, terdiri dari :

Perubahan Awal

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Rp. 416.184.080.276 Rp. 242.793.170.198
Tahun Sebelumnya

2. Pencairan Dana Cadangan Rp. 37.600.000.000 Rp. -

Total Penerimaan Pembiayaan Rp. 453.784.080.276 Rp. 242.793.170.198




Gambar 12. a.Diagram Anggaran Penerimaan Pembiayaan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023
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Gambar 12. a.Diagram Anggaran Penerimaan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
tetap sebesar Rp.31.300.000.000,- sebagaimana pada APBD Awal Tahun Anggaran 2023.
Adapun Rinciannya terdiri dari :

Perubahan Awal
1 Pembentukan Dana Cadangan Rp. 25.000.000.000 Rp. 25.000.000.000
2 Penyertaan Modal Daerah Rp. 6.300.000.000 Rp. 6.300.000.000

Total Pengeluaran Pembiayaan Rp. 31.300.000.000 Rp. 31.300.000.000




Gambar 13.a. Diagram Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023
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Gambar 13.b. Diagram Anggaran Pengeluaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)
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RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 dibagi dalam

beberapa urusan pemerintahan yang terinci dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak
Terduga serta Belanja Transfer, adapun rincian program-program prioritas pada tiap-tiap urusan
tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1

1.2

13

14

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Anggaran belanja Urusan Bidang Pendidikan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 direncanakan sebesar Rp. 802.624.855.075,00 dengan Prioritas Urusan
Pendidikan melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Pengelolaan Pendidikan;

Program Pengembangan Kurikulum;

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

o hn=

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Bidang Kesehatan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023 direncanakan sebesar Rp. 561.744.866.726,00 dengan Prioritas Urusan

Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Anggaran belanja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 187.737.107.607,00 dengan
Prioritas Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;

Program Pengembangan Permukiman;

Program Penataan Bangunan Gedung;

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

10 Program Penyelenggaraan Jalan;

11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

CONOUTEWN

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Anggaran belanja Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 5.672.914.894,00 dengan
Prioritas Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Kawasan Permukiman;

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)



1.5

1.6

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat

Anggaran belanja Urusan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan

sebesar Rp. 20.040.590.616,00 dengan Prioritas Urusan Ketenteraman Dan

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;

3. Program Penanggulangan Bencana;

4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 30.409.349.787,00 dengan Prioritas Urusan
Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Pemberdayaan Sosial;

Program Rehabilitasi Sosial;

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;

Program Penanganan Bencana;

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
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2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.274.686.037,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

3. Program Penempatan Tenaga Kerja;

4. Program Hubungan Industrial;

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 885.072.646,00 dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;

Program Perlindungan Perempuan;

Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

Program Perlindungan Khusus Anak
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Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 606.628.679,00 dengan Prioritas Urusan

Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian
Pangan;

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 7.988.876.245,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
Program Pengelolaan Tanah Kosong;

Program Penatagunaan Tanah
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Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 28.791.574.495,00 dengan Prioritas

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat;

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

10. Program Pengelolaan Persampahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 10.727.828.485,00 dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pendaftaran Penduduk;

3. Program Pencatatan Sipil;

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan  sebesar

Rp. 18.511.233.538,00 dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penataan Desa;

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 12.833.659.077,00 dengan Prioritas Urusan Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk;

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 46.347.570.161,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
Program Pengelolaan Pelayaran;

Program Pengelolaan Penerbangan
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Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 18.392.508.594,00
dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

4. Program Aplikasi Informatika;

5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan  sebesar
Rp.17.901.143.913,00 dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil, Dan Menengah melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
Program Pengembangan UMKM.

PN AN

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 9.516.826.932,00 dengan
Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Program Promosi Penanaman Modal;

Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

ouhwne

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 7.571.953.298,00
dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 69.419.859,00 dengan Prioritas Urusan
Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 76.860.580,00 dengan Prioritas Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.



2.16.

2.17.

2.18.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 9.220.055.216,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Pengembangan Kebudayaan;

Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

Program Pembinaan Sejarah;

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Program Pengelolaan Permuseuman.
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Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 4.935.944.154,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pembinaan Perpustakaan;

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 204.943.000,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1.

3.2.

3.3.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 17.390.000.373,00 dengan
Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.767.738.551,00 dengan Prioritas Urusan

Pemerintahan Bidang Pariwisata melalui :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

2. Program Pemasaran Pariwisata;

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual;

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 116.782.694.702,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

Program Perizinan Usaha Pertanian;

Program Penyuluhan Pertanian.
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 3.321.768.780,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Program Pengembangan Ekspor;

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
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Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 5.854.613.801,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.261.400,00 dengan Prioritas
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi melalui :

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 53.467.807.720,00
dengan Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

Sekretariat DPRD

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 69.707.022.658,00
dengan Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Perencanaan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 10.201.583.229,00 dengan
Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keuangan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 652.268.995.884,00 dengan
Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.



5.3.

5.4.

5.5.

Kepegawaian

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 13.518.285.308,00 dengan
Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Kepegawaian Daerah.

Pendidikan Dan Pelatihan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 908.020.000,00
dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan
melalui :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penelitian Dan Pengembangan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan  sebesar
Rp. 1.146.096.944,00 dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Penelitian Dan Pengembangan melalui :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.1.

Inspektorat Daerah

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Inspektorat Daerah Pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 15.488.571.012,00
dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah melalui :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.1.

Kecamatan

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan, Kecamatan Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 76.136.700.156,00 dengan Prioritas Unsur
Kewilayahan, Kecamatan melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
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8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.1.

Kesatuan Bangsa Dan Politik

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 47.423.816.864,00

dengan Prioritas Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial.



Adapun Tabel ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEI:UL;) m:;iﬁggﬁyyon

1| | BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.608.229.684.705,00
1| 01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 802.624.855.075,00
1 | 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 561.744.866.726,00
11 03 gét;sazégaPne?uzr;r;tahan Bidang Pekerjaan Umum Dan 187.737.107.607,00
1| 04 E;‘\‘;:S”age;‘;regﬂfjr:"‘;; Bidang Perumahan Dan 5.672.914.894,00
1| 05 | Crertban Umum Serta Perindungan Mayarakat 20.040.590.616,00
1| 06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 30.409.349.787,00
2| | BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 196.856.784.909,00
2 | 07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2.274.686.037,00
2 | og | prsn Pemerteren g Perbertyann
2 | 09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 606.628.679,00
2 | 10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 7.988.876.245,00
2 | 11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 28.791.574.495,00
2 | 1 | e Pemertan S minves
2| 13 H;”si,aa?ai‘z’;‘ggat%zasg Bidang Pemberdayaan 18.511.233.538,00
2| 14 | prisn Femerianen ang Pengendale
2 | 15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 46.347.570.161,00
> | 16 ;Jr:f%i?‘;]alzile(?erintahan Bidang Komunikasi Dan 18.392.508.594,00
2| 17 B;L;]s;neggrr:;e;r:‘ntahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, 17.901.143.913,00
2 | 18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 9.516.826.932,00
5| 19 gT:ﬁ?:gZemerintahan Bidang Kepemudaan Dan 7.571.953.298,00
2 | 20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 69.419.859,00
2 | 21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 76.860.580,00
2 | 22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 9.220.055.216,00
2 | 23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 4,935.944.154,00
2 | 24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 204.943.000,00




ALOKASI ANGGARAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERUBAHAN APBD TA 2023

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 146.119.077.607,00
3| 25 Uru_san Pemerintahan Bidang Kelautan Dan 17.390.000.373,00

Perikanan

3 | 26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 2.767.738.551,00
3 | 27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 116.782.694.702,00
3 | 30 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3.321.768.780,00
3 | 31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 5.854.613.801,00
3 | 32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 2.261.400,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 123.174.830.378,00
4 | 01 | Sekretariat Daerah 53.467.807.720,00
4 | 02 | Sekretariat DPRD 69.707.022.658,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678.042.981.365,00
5| 01 | Perencanaan 10.201.583.229,00
5] 02 | Keuangan 652.268.995.884,00
5| 03 | Kepegawaian 13.518.285.308,00
5 | 04 | Pendidikan Dan Pelatihan 908.020.000,00
5 | 05 | Penelitian Dan Pengembangan 1.146.096.944,00
6| |UNSURPENGAWASAN URUSAN 15.488.571.012,00
6 | 01 | Inspektorat Daerah 15.488.571.012,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 76.136.700.156,00
7 | 01 | Kecamatan 76.136.700.156,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 47.423.816.864,00
8 | 01 | Kesatuan Bangsa Dan Politik 47.423.816.864,00

TOTAL

2.891.472.446.996,00




